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B. ABSTRAK JURNAL 

 

1. Jumlah Paragraf : 1 Paragraf 

2. Halaman   : setengah halaman 

3. Ukuran Spasi   : 1.0 

4. Uraian Abstrak   : Abstrak disajikan dalam format bahasa inggris dan bahasa 

indonesia. Di dalam abstrak penulis menjelaskan bahwa tulisan ini membahas 

tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan 

demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak 

masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar 

demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif.   

5. Keywoard Jurnal : Pendalaman Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, 

Pemerintahan Efektif, Membangun Kepercayaan. 

 

C. PENDAHULUAN JURNAL 

Pemilu presiden (pilpres) 2019 memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian 

publik.Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali 

berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. 

Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua 

kubu pendukung capres. Tulisan ini mencoba melihat demokrasi Indonesia melalui 

fenomena pilpres 2019 yang merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin secara 

demokratis. 

D. HASIL PEMBAHASAN 

 

Deepening Democracy dan Tantangannya  

 

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah 

karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus 

dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead 

(1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara 

prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Dalam konteks 

Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya 

budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.  



Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah merupakan landasan utama bagi 

berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Pemilihan kepala daerah secara langsung 

merupakan terobosan penting yang dimaksudkan sebagai upaya pendalaman demokrasi 

(deepening democracy), yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi 

substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal.  

Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali 

melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya 

dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) 

atau konsolidasi demokrasi. Proses ini krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam 

pilpres akan berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Secara khusus pilpres 

yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif 

(governable). Secara umum bila demokrasi dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat, suatu 

sistem politik yang demokratis seharusnya dapat menjamin warga masyarakat yang kurang 

beruntung melalui setiap kebijakan publiknya. 

Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Dari sisi 

negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan 

mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai 

politik dan birokrasi (state apparatus). Kedua, pengembangan penguatan kapasitas 

administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk.  

Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran 

serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pilpres langsung menjadi 

langkah awal bagi penguatan peran masyarakat. Peran ini tentunya harus 

berkesinambungan sampai terjadinya pergantian pemerintahan. Dengan cara itu, peran 

masyarakat akan senantiasa mewarnai implementasi program pemerintah, dan sebaliknya 

pemerintah akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. 

Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan 

pemerintahan yang efektif. Menurut Migdal (1988), negara dan masyarakat seharusnya 

saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. 

Partisipasi masyarakat (political participation), menggambarkan bagaimana tingkat 

keterlibatan masyarakat dalam proses politik: apakah hanya sekedar manipulasi, konsultasi, 

aktif atau sampai tingkat decision making process? Diantaranya ketaatan dan kepatuhan 

hukum (apakah elite dan masyarakat menaati ketentuan-ketentuan aturan yang dijadikan 

acuan dalam proses politik dan pemerintahan?); Budaya kekerasan (apakah praktek-

praktek kekerasan masih mendominasi atau masih terjadi dalam proses politik dan 

pemerintahan?); Keterbukaan politik (apakah tersedia semua informasi bagi aktifnya 

masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan?); Toleransi (apakah masyarakat dapat 

menerima perbedaan pendapat dan siap melakukan konsensus dalam setiap perbedaan); 

Egalitarianisme (apakah terdapat kesamaan status, kedudukan, hak dan kewajiban 

masyarakat secara politik atau justru masih banyaknya budaya feodal/patrimonial); 

Penghormatan terhadap HAM (apakah terdapat budaya yang menghormati hak-hak dasar 

manusia?). 

Menurut data, dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia yang berjalan selama 21 tahun 

(1998-2019) masih diwarnai prosedural ketimbang substantif. Masalahnya kepastian sosial 



politik (social political certainty) terasa menjauh seiring dengan hadirnya keriuhan, 

kegaduhan, penistaan agama, isu intoleransi, masalah kebhinekaan yang menimbulkan 

konflik/ sengketa dan silang pendapat serta berita-berita hoax yang muncul tanpa henti.  

Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas. Selain persoalan hoaks dan 

ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang 

paling menonjol dalam masa kampanye. Uniknya, kedua belah pihak mengklaim paling 

mewakili suara umat Islam. Penggunaan politisasi agama dan character assassination 

dalam kampanye berdampak pada demokrasi yang akan terbangun menafikan nilai-nilai 

budaya positif, seperti saling menghargai/menghormati, saling mempercayai dan saling 

berempati. Berbeda dengan pilpres sebelumnya, seusai pengumuman pemilu oleh KPU 

pilpres 2019 diwarnai oleh adanya kerusuhan 22 Mei 2019.6 Realitas sosial tersebut jelas 

tidak hanya mengancam harmoni sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap proses 

konsolidasi demokrasi. 

Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya 

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu 

serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda 

dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem 

presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk 

memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas 

pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. 

Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, 

maupun rakyat. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus 

berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya 

(cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara 

sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif. 

Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim 

Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Fenomena politisasi 

identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim. Sebagai negara yang 

mayoritas penduduknya Muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan 

selalu terjadi dalam setiap pemilu. Pendapat tentang pentingnya pasangan calon yang 

merepresentasikan santri dan abangan masih cukup kuat. Tetapi, hal tersebut tidak dengan 

sendirinya memberikan jaminan kemenangan. Sejauh ini, dua tokoh utama NU lainnya, 

yakni Solahuddin Wahid dan Hasyim Muzadi, juga pernah menjadi cawapres dari capres 

Nasionalis, yakni Wiranto dan Megawati, tetapi keduanya kalah. Lebih dari itu, sejak 

pemilu 1955 parpol Islam pun belum pernah memperlihatkan dominasi politiknya. Hal 

tersebut dengan jelas memperlihatkan bahwa dikotomi santri-abangan telah semakin 

kurang relevan. 

Pemilu dan Kegagalan Parpol 

Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ 

evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan 

kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dalam proses konsolidasi tersebut,, parpol 

sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia 



kader calon pemimpin. Namun, ketika fungsi parpol tidak maksimal, proses konsolidasi 

demokrasi terhambat. Hal ini tampak jelas dalam pemilu 2019 di mana banyak parpol gagal 

dalam proses kaderisasi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya partai yang memilih 

mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg. Tujuannya menjadikan selebritis tersebut 

sebagai vote getter partai dalam pemilu. 

Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik 

nasional. Parpol hanya memperdebatkan soal electoral threshold sebagai legitimasi 

kelayakan, namun minim wacana mengenai ide atau program yang hendak ditawarkan pada 

rakyat. Perhatian parpol pada rakyat umumnya hanya terjadi pada saat pemilu ketika 

mereka membutuhkan dukungan suara. Setelah itu, hak dan kedaulatan rakyat 

tercampakkan. 

Di tataran praksis sebagaimana disebutkan sebelumnya tingkat ketidakpuasan massa 

terhadap parpol cenderung makin tinggi. Masalahnya, aspirasi dan kepentingan massa tidak 

terwakili dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan publik. Parpol tidak melakukan 

fungsi intermediasi secara maksimal. Bagi massa, parpol gagal melaksanakan peran dan 

fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan 

kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Absennya beberapa fungsi yang tak dilakukan 

parpol tersebut membuat kepercayaan rakyat ke parpol menurun drastis. 

Pengalaman dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi 

relatif sama: perilaku distortif, melanggar hukum dan menghalalkan semua cara (vote 

buying). Tapi parpol sebagai peserta pemilu belum mampu merespon dan memberi solusi 

konkrit. Harapan rakyat pasca pemilu, mereka bisa menyaksikan kinerja 

pemerintah/parlemen yang lebih berpihak pada nasib rakyat. Karena pemilu diharapkan 

berkorelasi positif terhadap kesejahteraan rakyat. 

Pemilu dalam Masyarakat Plural 

Mungkin bijak untuk memahami makna demokrasi dalam sebuah negara yang plural dan 

multikultural seperti Indonesia, dengan mengutip teori etik filsuf Jerman, Immanuel Kant 

(1724 1804) yang mengingatkan, jika dalam suatu masyarakat majemuk masing-masing 

kelompok mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas, atau kulturnya, yang menjadi 

hasil akhirnya adalah konflik. Dalam konteks Indonesia, kiranya jelas bahwa yang dihadapi 

tidak hanya kemajemukan etnik dan daerah, tetapi pada saat yang bersamaan adalah 

’subbudaya etnik dan daerah’ yang majemuk pula. 

Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai nilai 

budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa. Gambaran tersebut sangat terasa 

dalam pilpres 2019 di mana masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang 

cukup tajam. Penggunaan istilah “cebong” sebagai julukan pendukung Jokowi dan 

“kampret” sebagai julukan pendukung Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur 

bangsa. Demikian juga dengan penggunaan politisasi identitas (SARA).  

Namun, harus diakui juga bahwa pemilu di era reformasi telah memberikan nilai positif. 

Misalnya, proses liberalisasi politik di era transisi ini tidak hanya membuat proses politik 

menjadi semakin plural, tetapi juga kompetitif. Setidaknya, hal ini bisa dilihat dalam 

berbagai arena kontestasi politik.  



Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat 

menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat 

sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Jika legislator terpilih tidak bekerja dengan baik, 

rakyat akan mempunyai pilihan untuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya. 

Pemilu juga signifikan untuk lebih mengenalkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang 

merupakan masyarakat heterogen. Sudah tentu ada sejumlah ruang yang harus diisi untuk 

perbaikan-perbaikan, namun hal yang pasti adalah demokrasi masih tetap menjadi agenda 

bangsa ini. 

Pemilu dan Politisasi Birokrasi 

Pemilu menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme 

dan kooptasi partai politik dan penguasa. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa 

berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan 

hasilnya. Politisasi birokrasi makin tampak nyata dengan dijadikannya menteri-menteri, 

kepala kepala lembaga, kepala-kepala daerah sebagai pemenangan paslon dalam pilpres. 

Artinya, birokrasi terlibat politik praktis tak hanya di pusat, tapi juga sampai ke daerah-

daerah.  

Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan 

yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. 

Persoalannya, bagaimana menjadikan birokrasi tetap profesional, independen dan netral 

secara politik dalam pemilu. Pengalaman empirik menunjukkan bahwa sejak 

berlangsungnya pemilu (2004) dan pilkada (2005) yang dipilih oleh rakyat, birokrasi 

pusat/daerah sulit independen secara politik. Bahkan, tak sedikit ditemukan kasus 

penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah pusat/daerah (Pemda) untuk pemenangan 

calon tertentu/petahana dalam pemilu/pilkada.  

Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika 

proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan 

peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Intensitas relasi juga terjadi saat 

birokrasi menjalankan programnya dan saat institusi politik melakukan pengawasan. 

Keseimbangan pola relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh terhadap proses 

pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa 

relasi politik dan birokrasi ditandai dengan ciri-ciri seperti praktik lobi untuk mencari 

posisi/jabatan dan intervensi politik dalam penentuan jabatan dan politik anggaran. Era 

reformasi menghasilkan politisi yang sangat pragmatis yang acapkali melakukan manuver 

politik dengan melakukan politisasi birokrasi seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. 

Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang 

sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung 

menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. 

E. Kesimpulan 

 

Di kesimpulan penulis menguraikan kesimpulannya, berikut uraian kesimpulan penulis: 

Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan 

mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga menyaratkan unsur kejujuran, keadilan, 

transparansi dan akuntabilitas. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika 



kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya 

berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi 

ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita 

sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil 

pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah seperti politisasi identitas 

dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders 

terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya 

dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi 

keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang 

harus segera dibenahi Indonesia. 

Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu 

(parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu 

menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen 

yang tinggi dalam menyukseskan pemilu. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan 

pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang 

cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. 

Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini 

penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, 

adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. 

Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi 

demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup 

dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya 

belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi 

substantif. 

 

 

 

 

  


